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BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya 

yang berhubungan dengan Dampak tax amnesty Terhadap Penerimaan Negara 

Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, kesimpulan yang 

dapatdiambiladalah: 

1. Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana 

di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar 

Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak. 

 

2. Tata Cara Mengikuti Tax Amnesty 

1. Wajib Pajak (WP) datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP 

terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan 

untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan 

kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat 

Pernyataan. 

2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan 

untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, 

termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan 

melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang 

seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan 

pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan. 

3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan 

Pajak WP terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Menteri 

Keuangan. 

4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat 

Pernyataan.Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri 
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menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat 

Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan surat Keterangan 

Pengampunan Pajak kepada WP. 

5. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas 

nama Menteri Belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat 

Pernyataan dianggap  diterima. 

6. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 

(tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini 

berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat 

Pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah 

Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan. 

 

3. Penerimaan Tax Amnesty di KPP Pratama Karanganyar 

 Penerimaan tax amnesty berdasarkan studi kasus yang dilakukan 

penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar selama 

tiga periode tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Peneriman Tax Amnesty dalam III periode 

No. Periode Tax 

Amnesty 

Jumlah Penerimaan 

(Rp) 

Persentase 

Pertumbuhan 

1. Periode I   89.946.244.755 _ 

2. Periode II   17.163.997.054 -80,9% 

3. Periode III   15.066.012.141 -0,12% 

Jumlah 122.176.253.950 

Sumber: Seksi Pengolahan Data Informasi Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Karanganyar. 

 Data peneriman diatas merupakan jumlah penerimaan tax amnesty 

yang diterima KPP Pratama Karanganyar mulai dari periode I yaitu 

sejak disahkan undang-undang nomor 11 tahun 2016 sampai dengan 30 
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September 2016, periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 

31 Desember 2016, sedangkan periode III dari tanggal 1 Januari 2017 

sampai dengan 31 Maret 2017. 

Dari data dalam tabel tersebut penerimaan tax amnesty dari periode 

I hingga periode III mengalami penurunan. Bahkan penurunan di 

periode kedua cukup besar, yaitu mencapai 80,9%. Sedangkan 

penurunan penerimaan di periode ketiga sebasar 0,12%. 

 

4. Hambatan Bagi Petugas Pajak dalam Pelaksanaan Tax Amnesty 

 Hambatan yang dialami petugas pajak KPP Pratama Karanganyar 

dalam pelaksanaan tax amnesty adalah sebagai berikut: 

1. Banyak wajib pajak yang kurang bisa mengoperasikan komputer 

sehingga harus dipandu help desk dan menyebabkan banyak 

antrean. 

2. Wajib pajak kurang teliti saat pengisian Surat Pernyataan Harta 

pada microsoft excel pada saat wajib pajak mengisi dirumah yang 

terkadang file tersebut tidak dapat dibuka pada komputer KPP 

Pratama Karanganyar. Hal ini juga menghambat kelancaran 

pelaksanaan tax amnesty. 

3. Perwakilan dari wajib pajak yang bersangkutan untuk mengajukan 

program pengampunan pajak tidak membawa surat kuasa sebagai 

salah persyaratan pada tax amnesty apabila diwakilkan. Sedangkan 

data-data yang sebenarnya hanya wajib pajak bersangkutan yang 

mengetahui. 

4. Terjadinya gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses 

upload ke kantor Direktorat Jendral Pajak mengalami gagal upload. 

5. Saat Undang-Undang tax amnesty mulai diterapkan, banyak wajib 

pajak tertentu yang melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan tax 

amnesty yang seharusnya wajib pajak membayar uang tebusan. 
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5. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Optimalisasi Tax 

Amnesty 

 Upaya yangdilakukan KPP Pratama Karanganyar dalam 

optimalisasi tax amnesty adalah dengan cara menggelar acara sosialisasi 

atau penyuluhan di berbagai kantor instansi pemerintah hingga ke 

perusahaan-perusahaan swasta. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk 

menarik minat masyarakat atau wajib pajak dalam mengikuti program 

tax amnesty sekaligus memberi informasi dan pemahaman yang 

mendalam kepada masyarakat seputar tax amnesty. Dengan adanya 

program penyuluhan dari KPP Pratama Karanganyar ini, diharapkan 

wajib pajak dapat lebih tertarik mengikuti program penyuluhan tersebut 

dan dapat mendorong peningkatan penerimaan tax amnesty di wilayah 

kerja kantor KPP Pratama Karanganyar. 

 Upaya lain untuk optimalisasi tax amnesty yaitu menambah hari 

kerja yang biasanya kantor buka di hari Senin sampai Jumat, khusus 

untuk peserta tax amnesty pihak kantor melayani hingga di hari Sabtu 

dan Minggu. Tentunya tambahan Hari kerja yang diberikan khusus 

untuk peserta tax amnesty ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan 

bagi masyarakat atau wajib pajak yang akan mengikuti program 

pengampunan pajak yang sehingga dapat meningkatakan pendapatan tax 

amnesy secara optimal juga. 

 

6. Dampak Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Negara 

 Berdasarkan data-data yang telah diperoleh mengenai penerimaan 

tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 

mengalami dampak yang positif terhadap penerimaan negara tahun 

2016, namun dampak tersebut tidak terlalu signifikan atau tidak 

berpengaruh besar bagi penerimaan negara di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Karanganyar. Hal tersebut dapat ditinjau dari prosentase 

kenaikan penerimaan tahun 2016 tax amnesty telah memberi 

sumbangsih penerimaan Negara melalui penerimaan di Kantor 
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Pelayanan Pajak Pratam Karanganya sebesar 7,8% atau sebesar 

Rp.122.176.253.950,-. 
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LAMPIRAN I : Surat Balasan Kuliah Kerja Praktik 
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LAMPIRAN II: Surat Keterangan Selesai Kuliah Kerja Praktik  
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LAMPIRAN III: Surat Persetujuan Izin Penelitian 
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LAMPIRAN IV: Sertifikat Kuliah Kerja Praktik 
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LAMPIRAN V: Surat Keterangan Pengampunan Pajak 
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